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GAMBARAN UMUM 

 
1. Informasi / Data tentang Nilai Maturitas SPIP 

 
Tujuan jangka menengah Dinas Sosial Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen adalah 

Berkurangnya Penduduk Miskin dengan Indikator Tingkat Kemiskinan. 

Perkiraan capaian awal tahun 2022 Nilai sebesar 16,00 – 17,00 

dengan prospek pada akhir perencanaan pada tahun 2026 kondisi 

yang diharapkan sebesar 13,00 – 13,50. 

Sedangkan sasaran jangka menengah Dinas Sosial 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten 

Kebumen adalah Meningkatnya Mutu Layanan Sosial dengan 

Indikator Capaian SPM Sosial. Perkiraan capaian awal tahun 2022 

nilai capaian SPM Sosial sebesar 100% dengan prospek pada akhir 

perencanaan pada tahun 2026 kondisi yang diharapkan mendapatkan 

nilai capaian SPM sebesar 100%. 

Tujuan jangka menengah Dinas Sosial Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen adalah 

Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak dengan Indikator 

Indeks Pembangunan Gender. Perkiraan capaian awal tahun 2022 

Nilai sebesar 93.25 dengan prospek pada akhir perencanaan pada 

tahun 2026 kondisi yang diharapkan sebesar 93,65. 

Sedangkan sasaran jangka menengah Dinas Sosial 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten 

Kebumen adalah Meningkatnya Perlindungan terhadap Perempuan 

dan Anak dengan Indikator Persentase Penurunan Kasus Kekerasan 

Terhadap Perempuan dan Anak. Perkiraan capaian awal tahun 2022 

nilai sebesar 100% dengan prospek pada akhir perencanaan pada 

tahun 2026 kondisi yang diharapkan mendapatkan nilai sebesar 

100%. 

 

 

 



2. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS 

Isu Strategis yang dihadapi Dinas Sosial Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen, antara lain: 

1. Penghapusan kemiskinan ekstrem 

Dalam pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi PMKS terlantar di 

prioritaskan pada penanganan dli luar panti sesuai SPM yang 

ditetapkan.  

2. Pemberdayaan kaum disabilitas 

Dikabupaten Kebumen terdapat kurang lebih 7.041 jiwa 

penyandang disabilitas ditahun 2024 yang sebagian besar masih 

mengalami hambatan untuk mencapai kehidupan yang sejahtera 

dan mandiri. Serta masih mengalami diskriminasi dan hambatan 

mobilitas dan sulit mendapatkan pekerjaan. 

3. Besarnya potensi bencana di Kabupaten Kebumen. 

Wilayah Kabupaten Kebumen rentan bencana alam seperti tanah 

longsor, banjir, tanah longsor, putingbeliung dan kekeringan. 

4. Pengelolaan data DTKS menuju validitas data 

Pengelolaan data DTKS menuju validitas data ini melalui tahapan 

perbaikan meliputi updating data (perbaikan NIK, warga sudah 

meninggal, pindah alamat). 

5. Menguatnya isu kesetaraan gender 

Implementasi keadilan dan kesetaraan gender masih rendah begitu 

juga dengan pemahaman kesetaraan gender yang masih parsial di 

masyarakat sehingga berdampak pada implementasi 

pengarusutamaan gender, perlindungan perempuan dan anak dan 

ketahanan keluarga 

 



3. POHON KINERJA 

3.1. Hasil (outcome) yang akan dijabarkan dalam penjenjangan 
Kinerja 

3.1.1. Meningkatnya mutu layanan sosial  

Dengan meningkatnya mutu layanan sosial diharapkan 

masyarakat dapat meningkatkan kualitas hidup 

masyarakat, pemberdayaan sosial dan meningkatkan 

kesejahteraan sosial 

3.1.2. Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan 

anak 

Dengan meningkatnya perlindungan terhadap perempuan 

dan anak diharapkan masyarakat dapat meminimalisir 

kekerasan dan eksploitasi terhadap perempuan dan anak 

serta membantu mengurangi ketidaksetaraan gender 

dalam masyarakat, baik dalam hal akses terhadap sumber 

daya maupun dalam hal kekuasaan dan kesempatan.



3.2. Identifikasi Faktor Kunci Keberhasilan (Critical Success 
Factor/CSF) 

 

Outcome CSF 

Meningkatnya mutu 
layanan sosial  

Meningkatnya pemberdayaan sosial  

Meningkatnya penanganan warga negara 
migran korban tidak kekerasan 

Meningkatnya rehabilitasi sosial  

Meningkatnya perlindungan dan jaminan 
sosial 

Meningkatnya penanganan bencana  

Meningkatnya pengelolaan taman makan 
pahlawan  

Meningkatnya pelayanan penunjang urusan 
pemerintahan daerah  

meningkatnya mutu pelayanan Kesehatan 
(Crosscutting Dinas Kesehatan dan PPKB)  

Meningkatkan Kualitas Perencanaan 
pemerintah daerah dan perangkat daerah 
(Crosscutting BAPPEDA) 

Meningkatnya 
perlindungan terhadap 
perempuan dan anak 

Meningkatkan Pengarusutamaan Gender 
dan Pemberdayaan Perempuan 

Meningkatkan Perlindungan Perempuan 

Meningkatkan Kualitas Keluarga 

Meningkatnya Sistem Data Gender dan 
Anak 

Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak 
(PHA) 

Meningkatkan Perlindungan Khusus Anak 

meningkatnya mutu pelayanan Kesehatan 
(Crosscutting Dinas Kesehatan dan PPKB)  

Meningkatkan Kualitas Perencanaan 
pemerintah daerah dan perangkat daerah 
(Crosscutting BAPPEDA) 

 
3.3. Menguraikan Faktor Kunci Keberhasilan (CSF) Kepada 

Kondisi Antara Sampai Kondisi Paling Operasional 

CSF KONDISI YANG DIPERLUKAN 



CSF KONDISI YANG DIPERLUKAN 

Meningkatnya 

pemberdayaan 

sosial  

Meningkatnya pengembangan potensi 

sumber kesejahteraan sosial daerah 

kab/kota  

Meningkatnya 

penanganan warga 

negara migran 

korban tidak 

kekerasan 

Meningkatnya fasilitasi pemulangan 

warga negara migran korban tindak 

kekerasan dari titik debarkasi didaerah 

kab/kota untuk dipulangkan ke desa/ 

kelurahan asal 

 

Meningkatnya 

rehabilitasi sosial  

 

Meningkatnya rehabilitasi sosial dasar 

penyandang disabilitas terlantar, anak 

terlantar, lanjut usia terlantar, serta 

gepeng diluar panti 

Meningkatnya rehabilitasi sosial 

penyandang masalah kesejateraan sosial 

(PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS 

dan Napza di luar panti sosial 

Meningkatnya 

perlindungan dan 

jaminan sosial 

Meningkatnya pengelolaan data fakir 

miskin cakupan kabupaten/kota 

Meningkatnya 

penanganan bencana  

 

Meningkatnya perlindungan jaminan 

sosial korban bencana alam dan sosial 

kab/kota  

Meningkatnya penyelenggaraan 

pemberdayaan masyarakat terhadap 

kesiapsiagaan bencana kab/kota  

Meningkatnya 

pengelolaan taman 

makan pahlawan  

Meningkatnya pemeliharaan TMP 

kab/kota 

Meningkatnya 

pelayanan penunjang 

urusan pemerintahan 

daerah  

Tersusunnya dokumen perencanaan, 

penganggaran, dan evaluasi kinerja 

perangkat daerah 

Tersedianya jasa pengelolaan 

administrasi keuangan  

Tersedianya bulan peneydiaan 

administrasi daerah 

Terlaksananya pengadaan milik daerah 

penunjang urusan pemerintah daerah  

Tersedianya jasa penunjang urusan 

pemerintahan daerah 



CSF KONDISI YANG DIPERLUKAN 

Terlaksananya pemeliharaan barang milik 

daerah penunjang urusan pemerintahan 

daerah 

Terlaksananya administrasi kepegawaian 

perangkat daerah 

Meningkatkan 

Pengarusutamaan 

Gender dan 

Pemberdayaan 

Perempuan 

Meningkatnya Pelembagaan 

Pengarusutamaan Gender (PUG) pada 

Lembaga Pemerintahan Kewenangan 

Kabupaten/Kota 

 

Meningkatnya Pemberdayaan 

Perempuan Bidang Politik, Hukum, 

Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi 

Kemasyarakatan Kewenangan 

Kabupaten/Kota 

Meningkatkan 

Perlindungan 

Perempuan 

Meningkatnya Pencegahan Kekerasan 

terhadap Perempuan Lingkup Daerah 

Kabupaten/Kota 

Meningkatnya Penyediaan Layanan 

Rujukan Lanjutan bagi Perempuan 

Korban Kekerasan yang Memerlukan 

Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota 

Meningkatnya Penguatan dan 

Pengembangan Lembaga Penyedia 

Layanan Perlindungan Perempuan 

Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 

Meningkatkan Kualitas 

Keluarga 

Meningkatnya Peningkatan Kualitas 

Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan 

Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat 

Daerah Kabupaten/Kota 

Meningkatnya Sistem 

Data Gender dan 

Anak 

Meningkatnya Pengumpul, Pengolahan 

Analisis dan Penyajian Data Gender dan 

Anak Dalam Kelembagaan Data di 

Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 

Meningkatnya 

Pemenuhan Hak Anak 

(PHA) 

Meningkatnya Pelembagaan PHA pada 

Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah 

dan Dunia Usaha Kewenangan 

Kabupaten/Kota 



CSF KONDISI YANG DIPERLUKAN 

Meningkatnya Penguatan dan 

Pengembangan Lembaga Penyedia 

Layanan Peningkatan Kualitas Hidup 

Anak Kewenangan Kabupaten/Kota 

Meningkatkan 

Perlindungan Khusus 

Anak 

Meningkatnya Pencegahan Kekerasan 

Terhadap Anak yang Melibatkan para 

Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota 

Meningkatnya Penyediaan Layanan bagi 

anak yang Memerlukan Perlindungan 

Khusus yang memerlukan Koordinasi 

Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 

Meningkatnya Penguatan dan 

Pengembangan Lembaga Penyedia 

Layanan Bagi anak yang memerlukan 

perlindungan khusus Tingkat Daerah 

Kabupaten/Kota 

 
Adapun Pohon Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen dapat dilihat pada diagram 
berikut: 



POHON KINERJA DINAS SOSIAL  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUGAN ANAK 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ultimate Outcome

Intermediete Outcome

Immediate Outcome

Meningkatnya pemberdayaan 
sosial 

Meningkatnya penanganan warga 
negara migran korban tidak 
kekerasan

Meningkatnya perlindungan 
dan jaminan sosial

Meningkatnya pengelolaan 
taman makan pahlawan 

meningkatnya mutu 
pelayanan Kesehatan 

Meningkatkan Kualitas 
Perencanaan pemerintah 
daerah dan perngkat 
daerah

ikk: Persentase Peningkatan 
Kemampuan SDM Kesejahteraan 
Sosial

ikk :Persentase penanganan warga 
negara migran korban tindak 
kekerasan

ik: Cakupan perlindungan 
jaminan sosial

ik: Persentase TMP yang 
dikelola

ik: Prosentase capaian 
SPM Kesehatan 

ik :Indeks Kualitas
Perencanaan 

Crosscutting dengan Dinas 
Kesehatan dan PPKB 

Crosscutting dengan 
BAPPEDA

Outpute

Meningkatnya pengembangan 
potensi sumber kesejahteraan 
sosial daerah kab/kota 

Meningkatnya fasil itasi 
pemulangan warga negara migran 
korban tindak kekerasan dari titik 
debarkasi didaerah kab/kota untuk 
dipulangkan ke desa/ kelurahan 
asal

Meningkatnya rehabilitasi 
sosial dasar penyandang 
disabilitas terlantar, anak 
terlantar, lanjut usia terlantar, 
serta gepeng diluar panti

Meningkatnya rehabilitasi sosial 
penyandang masalah 
kesejateraan sosial (PMKS) 
lainnya bukan korban HIV/AIDS 
dan Napza di luar panti sosial

Meningkatnya pengelolaan data 
fakir miskin cakupan 
kabupaten/kota

Meningkatnya perlindungan 
jaminan sosial korban bencana 
alam dan sosial kab/kota 

Meningkatnya 
penyelenggaraan 
pemberdayaan masyarakat 
terhadap kesiapsiagaan 
bencana kab/kota 

Meningkatnya pemeliharaan 
TMP kab/kota

Tersusunnya dokumen 
perencanaan, 
penganggaran, dan 
evaluasi kinerja 
perangkat daerah

Tersedianya jasa 
pengelolaan 
administrasi keuangan 

Tersedianya bulan 
peneydiaan administrasi 
daerah

Terlaksananya pengadaan 
milik daerah penunjang 
urusan pemerintah daerah 

Tersedianya jasa penunjang 
urusan pemerintahan daerah

Terlaksananya 
pemeliharaan barang milik 
daerah penunjang urusan 
pemerintahan daerah

Terlaksananya 
administrasi kepegawaian 
perangkat daerah

ik : Jumlah kegiatan 
pengembangan potensi sumber 
kesejahteraan sosial daerah 
kabupaten/kota

ik: Jumlah migran yang diberikan 
fasil itasi pemulangan

ik :Jumlah PMKS terlantar di 
luar panti yang mendapatkan 
rehabilitasi sosial dasar

ik :Jumlah Kegiatan Rehabilitasi 
sosial Penyandang Masalah 
Kesejahteraan Sosial (PMKS) 
Llainnya Bukan Korban HIV/Aids 
dan Napza di Luar Panti Sosial

ik: Jumlah sosialisasi bantuan 
sosial

ik : Jumlah kegiatan 
perlindungan sosial korban 
bencana alam dan sosial 
kabupaten/kota

ik : Jumlah kegiatan 
pemberdayaan masyarakat 
terhadap kesiapsiagaan 
bencana

ik : Persentase TMP yang 
dikelola

ik : Jumlah dokumen 
perencanaan dan 
evaluasi kinerja 
perangkat daerah yang 
tersusun

ik : Jumlah bulan 
administrasi keuangan 
perangkat daerah

ik :Jumlah bulan penyediaan 
administrasi daerah

ik :Jumlah unit pengadaan 
barang milik daerah 
penunjang urusan 
pemerintah daerah

IK: Jumlah bulan penyediaan 
jasa penunjang urusan 
pemerintahan daerah

IK: Jumlah unit 
pemeliharaan barang milik 
daerah penunjang urusan 
pemerintahan daerah

IK : Jumlah ASN yang 
ditingkatkan kapasitasnya

Outpute Terlaksananya Peningkatan 
kemampuan potensi tenaga 
kesejahteraan sosial kecamatan 
kewenangan kabupaten/kota

Terlaksananya Fasil itasi 
pemulangan warga negara migran 
korban tindak kekerasan dari titik 
debarkasi di daerah 
kabupaten/kota untuk dipulangkan 
ke desa/kelurahan asal

Tersedianya Permakanan Terlaksananya Pemberian 
Layanan Data dan Pengaduan

Terlaksananya Fasil itasi 
bantuan sosial kesejahteraan 
keluarga

Tersedianya makanan Terlaksananya Koordinasi, 
sosialisasi dan pelaksanaan 
kampung siaga bencana

Terlaksananya Pengamanan 
Taman Makam Pahlawan 
Nasional Kabupaten/Kota

Tersusunnya dokumen 
perencanaan perangkat 
daerah

Tersedianya gaji  dan 
tunjangan ASN

Tersedianya komponen 
instalansi 
l istrik/penerangan 
bangunan kantor

Terlaksananya pengadaan 
kendaraan dinas operasional 
atau lapangan

Tersedianya jasa surat 
menyurat

Tersedianya jasa 
pemeliharaan, biaya 
pemeliharaan, pajak, dan 
perizinan kendaran dinas 
operasional atau lapangan

Terlaksananya bimbingan 
teknis implementasi 
peraturan perundang-
undangan

IK : Jumlah TKSK yang 
diberdayakan

IK : Jumlah migran yang diberikan 
fasil itasi pemulangan

IK : Jumlah PMKS terlantar 
yang mendapatkan bantuan 
permakanan

IK : Jumlah PMKS yang 
mendapatkan bantuan layanan 
data dan pengaduan

IK : Jumlah Dokumen data 
kemiskinan

IK : Jumlah orang korban 
bencana yang mendapatkan 
bantuan permakanan

IK : Jumlah kampung siaga 
bencana yang difasil itasi

IK : Jumlah orang pengaman 
TMP

IK :Jumlah dokumen 
perencanaan perangkat 
daerah yang tersusun

IK : Jumlah ASN yang 
mendapatkan gaji  dan 
tunjangan

IK: Jumlah jenis komponen 
instalansi 
l istrik/penerangan 
bangunan kantor

IK : Jumlah unit kendaraan 
dinas operasional atau 
lapangan

IK : Jumlah bulan penyediaan 
jasa surat menyurat

IK : jumlah unit kendaraan 
dinas operasional atau 
lapangan

IK : Jumlah ASN yang 
ditingkatkan kapasitasnya

Terlaksananya Peningkatan 
kemampuan Potensi Sumber 
Kesejahteraan Sosial 
Kelembagaan Masyarakat 
kewenangan kabupaten/kota

Tersedianya Sandang Tersedianya permakanan Terlaksananya Fasil itasi 
bantuan sosial kesejahteraan 
keluarga

Tersedianya sandang Terlaksananya Koordinasi, 
sosialisasi dan pelaksanaan 
taruna siaga bencana

Terlaksananya Evaluasi 
kinerja perangkat daerah

Terlaksananya 
penatausahaan dan 
pengujian/verifikasi 
keuangan SKPD

Tersedianya bahan logistik 
kantor

Terlaksananya Pengadaan 
mebel

Tersedianya jasa 
komunikasi, sumber daya air 
dan listrik

Terlaksananya 
pemeliharaan peralatan dan 
mesin lainnya

IK : Jumlah lembaga karang 
taruna yang diberdayakan

Jumlah PMKS terlantar yang 
mendapatkan bantuan 
sandang

IK : Jumlah PMKS yang 
mendapatkan bantuan sosial 
permakanan (ODGJ)

IK : Jumlah jiwa penerima Kartu 
Keluarga Sejahtera

IK : Jumlah orang korban 
bencana yang mendapatkan 
bantuan sandang

IK : Jumlah taruna siaga 
bencana yang diberdayakan

IK : Jumlah dokumen 
evaluasi perangkat 
daerah yang tersusun

IK : Jumlah dokumen 
penatausahaan dan 
pengujian/verifikasi 
keuangan SKPD yang 
tersusun

IK : Jumlah bulan 
penyediaan bahan logistik 
kantor

IK : Jumlah unit mebeler IK : Jumlah bulan penyediaan 
jasa pelayanan umum kantor

IK : Jumlah unit pelayanan 
dan mesin terpelihara

Terlaksananya Peningkatan 
Kemampuan Sumber Daya 
Manusia dan Penguatan Lembaga 
Konsultasi Kesejahteraan 
Keluarga (LK3)

Tersedianya Alat Bantu Tersedianya sandang Tersedianya Tempat 
Penampungan Pengungsi

Tersedianya barang cetakan 
dan penggandaan

Terlaksananya Pegadaan 
peralatan dan mesin lainnya

Tersedianya jasa pelayanan 
umum kantor

Terlaksananya 
pemeliharaan/rehabilitasi 
gedung kantor dan 
bangunan lainnya

IK : Jumlah anggota LK3 yang 
diberdayakan

IK : Jumlah PMKS terlantar 
yang mendapatkan bantuan 
alat bantu  

IK: Jumlah PMKS yang 
mendapatkan bantuan sosial 
sandang (Rumah Singgah 
Dosaraso)

IK : Jumlah paket penyediaan 
tempat penampungan pengungsi

IK : Jumlah bulan 
penyediaan barang cetakan 
dan penggandaan

IK : Jumlah unit pengadaan 
peralatan dan mesin lainnya

IK : Jumlah bulan penyediaan 
jasa pelayanan umum kantor

IK : Jumlah unit gedung 
kantor dan bangunan 
lainnya terpelihara

Terlaksananya Peningkatan 
Kemampuan Potensi Pekerja 
Sosial Masyarakat Kewenangan 
Kabupaten/Kota

Terlaksananya Pemberian 
Akses ke Layanan Pendidikan 
dan Kesehatan Dasar

Terlaksananya Pemberian 
Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual 
dan Sosial

Terlaksananya Penanganan 
Khusus Bagi Kelompok Rentan

Tersedianya bahan bacaan 
dan peraturan perundang-
undangan

IK : Jumlah lembaga karang 
taruna yang diberdayakan

IK : Jumlah PMKS yang 
mendapatkan bantuan layanan 
pendidikan dan kesehatan 
dasar

IK : Jumlah PMKS yang 
mendapatkan bantuan bimbingan 
fisik, mental, spiritual dan sosial 
(Rusi Dosaraso)

IK : Jumlah paket Penanganan 
Khusus bagi Kelompok Rentan

IK : Jumlah dokumen bahan 
bacaan dan peraturan 
perundang-undangan

Terlaksanya Pemberian 
Layanan Data dan Pengaduan

Terlaksananya Kerjasama antar 
lembaga dan kemitaan dalam 
pelaksanaan rehabsos

Terlaksananya Pelayanan 
Dukungan Psikososial

Tersedianya bahan/material

IK : Jumlah PMKS yang 
mendapatkan bantuan layanan 
data dan pengaduan

IK : Jumlah lembaga dan 
kemitraan disabilitas yang 
difasil itasi

IK : Jumlah korban bencana yang 
mendapatkan pelayanan 
dukungan psikososial

IK : Jumlah bulan 
penyediaan material

Terlaksananya Pemberian 
Layanan Data dan Pengaduan

Terselenggaranya rapat 
koordinasi dan konsultasi 
SKPD

IK : Jumlah PMKS terlantar 
(orang kehabisan bekal) yang 
diberi bantuan

IK : Jumlah rapat rapat 
koordinasi dan konsultasi 
SKPD yang diselenggarakan

Meningkatnya rehabilitasi sosial Meningkatnya penanganan bencana Meningkatnya pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah 

ikk: Persentase PMKS di Luar Panti Kewenangan Kabupaten yang tertangani ik : Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat 
dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota

ik :Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah

Timgkat Kemiskianan 

Meningkatnya mutu layanan sosial 

IK: Angka Kemisninan 

IK : Persentase capaian SPM sosial 



Ultimate Outcome

Intermediete Outcome

Immediate Outcome

Meningkatkan Kualitas Keluarga Meningkatnya Sistem Data Gender 

dan Anak

Meningkatkan Perlindungan Khusus 

Anak

meningkatnya mutu 

pelayanan Kesehatan 

Meningkatkan Kualitas 

Perencanaan pemerintah 

daerah dan perngkat daerah

Cakupan Program Peningkatan 

Kualitas Keluarga

Cakupan Program Pengelolaan 

sistem data pilah gender dan anak

Cakupan Perlindungan Anak Prosentase capaian SPM 

Kesehatan 

Indeks Kualitas

Perencanaan 

Crosscutting dengan 

Dinas Kesehatan dan 

PPKB 

Crosscutting dengan BAPPEDA

Outpute

Meningkatnya Pelembagaan 

Pengarusutamaan Gender (PUG) 

pada Lembaga Pemerintahan 

Kewenangan Kabupaten/Kota

Meningkatnya Pemberdayaan 

Perempuan Bidang Politik, 

Hukum, Sosial, dan Ekonomi 

pada Organisasi 

Kemasyarakatan Kewenangan 

Kabupaten/Kota

Meningkatnya Pencegahan 

Kekerasan terhadap Perempuan 

Lingkup Daerah Kabupaten/Kota

Meningkatnya Penyediaan Layanan 

Rujukan Lanjutan bagi Perempuan 

Korban Kekerasan yang Memerlukan 

Koordinasi Kewenangan 

Kabupaten/Kota

Meningkatnya Peningkatan 

Kualitas Keluarga dalam 

Mewujudkan Kesetaraan Gender 

(KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah 

Kabupaten/Kota

Meningkatnya Pengumpul, 

Pengolahan Analisis dan Penyajian 

Data Gender dan Anak Dalam 

Kelembagaan Data di Tingkat Daerah 

Kabupaten/Kota

Meningkatnya Pelembagaan PHA 

pada Lembaga Pemerintah, Non 

Pemerintah dan Dunia Usaha 

Kewenangan Kabupaten/Kota

Meningkatnya Penguatan dan 

Pengembangan Lembaga Penyedia 

Layanan Peningkatan Kualitas Hidup 

Anak Kewenangan Kabupaten/Kota

Meningkatnya Penyediaan Layanan 

bagi Anak yang Memerlukan 

Perlindungan Khusus yang 

Memerlukan Koordinasi Tingkat 

Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah kegiatan pelembagaan 

pengarusutamaan gender (PUG) 

pada Lembaga Pemerintah 

KewenanganKabupaten/Kota

Jumlah Kegiatan Pemberdayaan 

Perempuan Bidang Politik, 

Hukum, Sosial dan Ekonomi 

pada Organisasi 

Kemasyarakatan Kewenangan 

Kabupaten/Kota

Jumlah kegiatan pencegahan 

kekerasan terhadap perempuan 

lingkup daerah kabupaten/kota

jumlah kegiatan penyediaan layanan 

rujukan bagi perempuan korban 

kekerasan

jumlah kegiatan peningkatan 

kulaitas keluarga dalam 

mewujudkan kesetaraan gender 

(KG) dan hak anak tingkat 

kabupaten/kota

Jumlah dokumen pengumpulan, 

pengolahan analisis dan penyajian 

data gender dan anak dalam 

kelembagaan data di tingkat 

kabupaten/kota

Jumlah kegiatan pelembagaan 

PHA pada lembaga Pemerintah, 

Nonpemerintah, dan Dunia 

Usaha kewenangan 

Kabupaten/Kota

Jumlah kegiatan penguatan dan 

pengembangan lembaga penyedia 

layanan peningkatan kualitas hidup 

anak kewenangan kabupaten/kota

Jumlah kegiatan layanan rujukan bagi 

anak yang memerlukan perlindungan 

khusus

Outpute Terlaksananya Sosialisasi 

kebijakan pelaksanaan PUG 

termasuk PPRG

Terlaksananya Advokasi 

kebijakan dan pendampingan 

peningkatan partisipasi 

perempuan dan politik, hukum, 

sosial dan ekonomi

Terlaksananya Koordinasi dan 

sinkronisasi pelaksanaan 

kebijakan, program dan kegiatan 

pencegahan kekerasan terhadap 

perempuan lingkup daerah 

kabupaten/kota

Tersedianya layanan pengaduan 

masyarakat bagi perempuan korban 

kekerasan kewenangan 

kabupaten/kota

Terlaksananya Pengembangan 

kegiatan masyarakat untuk 

peningkatan kualitas keluarga 

kewenangan kabupaten/kota

Tesedianya data gender dan anak di 

kewenangan kabupaten/kota

Terlaksananya Advokasi 

kebijakan dan pendampingan 

Pemenuhan Hak Anak pada 

Lembaga Pemerintah, Non 

Pemerintah, Media dan Dunia 

Usaha Kewenangan 

Kabupaten/Kota

Terlaksananya Koordinasi dan 

Sinkronisasi Pelaksanaan 

Pendampingan Peningkatan Kualitas 

Hidup Anak Kewenangan 

Kabupaten/Kota

Penyediaan Layanan Pengaduan 

Masyarakat bagi Anak yang 

Memerlukan Perlindungan Khusus 

Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah opd/kec/desa/kel yang 

mendapatkan fasilitasi 

penguatan PUG

Jumlah kelompok/organisasi 

yang mendapatkan sosialisasi 

dan pelatihan

Jumlah dokumen kerjasama 

linsektor pencegahan 

kekerasan/TPPO

Jumlah jenis pelayanan pengaduan 

masyarakat bagi perempuan korban 

kekerasan

Jumlah Kelompok yang 

mendapatkan fasilitasi 

peningkatan kualitas keluarga

Jumlah dokumen informasi data 

terpilah gender dan anak tingkat 

kabupaten

Jumlah desa yang membentuk 

Forum Anak Desa

Jumlah dokumen hasil koordinasi 

dan sinkronisasi pelaksanaan 

peningkatan kualitas hidup anak 

kewenangan kabupaten/kota

Jumlah AMPK yang mendapatkan 

layanan pengaduan

Terlaksananya Koordinasi dan 

sinkronisasi pelaksanaan penyediaan 

layanan rujukan lanjutan bagi 

perempuan korban  kekerasan 

kewenangan kabupaten/kota

Terlaksananya Koordinasi dan 

Sinkronisasi Pelembagaan 

Pemenuhan Hak Anak 

Kewenangan Kabupaten/Kota

Terlaksananya Pengembangan 

komunikasi, informasi dan edukasi 

pemenuhan hak anak bagi lembaga 

penyedia layanan 

peningkatankualitas hidup anak 

tingkat daerah kabupaten/kota

Jumlah layanan penanganan kasus 

perempuan korban kekerasan

Jumlah Dokumen hasil 

koordinasi dan sinkronisasi 

pelembagaan pemenuhan hak 

anak kewenangan 

kabupaten/kota

Jumlah KPAD/K yang terfasilitasi

Terlaksananya Penguatan Jejaring 

antar Lembaga Penyedia Layanan 

Peningkatan Kualitas Hidup Anak 

Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah dokumen hasil penguatan 

jejaring antar lembaga penyedia 

layanan peningkatan kualitas hidup 

anak kewenangan kabupaten/kota

Cakupan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan Cakupan perlindungan perempuan Kategori Kabupaten Layak Anak (KLA)

IK: Persentase penurunan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak 

Meningkatkan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Meningkatkan Perlindungan Perempuan Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak (PHA)

Perlindungan terhadap perempuan dan anak

IK: Indeks Pembangunan Gender (IPG) (Indeks)

Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak



3.1. Merumuskan Indikator Kinerja 
 

 

Ultimate 
Outcome 

Intermediet
e 

 Outcome 

Immediate 
Outcome 

 

Output 
(Kondisi 

yang 
diperlukan) 

Output 
(Kondisi 

yang 
diperlukan) 

Indikator 
Kinerja 

 
 

Tingkat 
kemiskinan 

    Angka 
Kemiskinan 

 Meningkatny
a mutu 
layanan 
sosial 

   Capaian SPM 
Sosial  

  Meningkatny
a 
pemberdaya
an sosial  
 

  Persentase 
Peningkatan 
Kemampuan 
SDM 
Kesejahteraan 
Sosial 

   Meningkatnya 
pengembanga
n potensi 
sumber 
kesejahteraan 
sosial daerah 
kab/kota 

 Jumlah kegiatan 
pengembangan 
potensi sumber 
kesejahteraan 
sosial daerah 
kabupaten/kota 

    Terlaksanan
ya 
Peningkatan 
kemampuan 
potensi 
tenaga 
kesejahteraa
n sosial 
kecamatan 
kewenangan 
kabupaten/k
ota 

Jumlah TKSK 
yang 
diberdayakan 

    Terlaksanan
ya 
Peningkatan 
kemampuan 
Potensi 
Sumber 
Kesejahtera
an Sosial 
Kelembagaa

Jumlah lembaga 
karang taruna 
yang 
diberdayakan 



Ultimate 
Outcome 

Intermediet
e 

 Outcome 

Immediate 
Outcome 

 

Output 
(Kondisi 

yang 
diperlukan) 

Output 
(Kondisi 

yang 
diperlukan) 

Indikator 
Kinerja 

 
 

n 
Masyarakat 
kewenangan 
kabupaten/k
ota 

    Terlaksanan
ya 
Peningkatan 
Kemampuan 
Sumber 
Daya 
Manusia dan 
Penguatan 
Lembaga 
Konsultasi 
Kesejahtera
an Keluarga 
(LK3) 

Jumlah anggota 
LK3 yang 
diberdayakan 

    Terlaksanan
ya 
Peningkatan 
Kemampuan 
Potensi 
Pekerja 
Sosial 
Masyarakat 
Kewenanga
n 
Kabupaten/K
ota 

Jumlah lembaga 
karang taruna 
yang 
diberdayakan 

  Meningkatny
a 
penanganan 
warga 
negara 
migran 
korban tidak 
kekerasan 

  Persentase 
penanganan 
warga negara 
migran korban 
tindak 
kekerasan 

   Meningkatnya 
fasilitasi 
pemulangan 
warga negara 
migran korban 
tindak 
kekerasan 

 Jumlah migran 
yang diberikan 
fasilitasi 
pemulangan 



Ultimate 
Outcome 

Intermediet
e 

 Outcome 

Immediate 
Outcome 

 

Output 
(Kondisi 

yang 
diperlukan) 

Output 
(Kondisi 

yang 
diperlukan) 

Indikator 
Kinerja 

 
 

dari titik 
debarkasi 
didaerah 
kab/kota 
untuk 
dipulangkan 
ke desa/ 
kelurahan 
asal 

    Terlaksanan
ya Fasilitasi 
pemulangan 
warga 
negara 
migran 
korban 
tindak 
kekerasan 
dari titik 
debarkasi di 
daerah 
kabupaten/k
ota untuk 
dipulangkan 
ke 
desa/kelurah
an asal 

Jumlah migran 
yang diberikan 
fasilitasi 
pemulangan 

  Meningkatny
a rehabilitasi 
sosial 

  Persentase 
PMKS di Luar 
Panti 
Kewenangan 
Kabupaten yang 
tertangani 

   Meningkatnya 
rehabilitasi 
sosial dasar 
penyandang 
disabilitas 
terlantar, anak 
terlantar, 
lanjut usia 
terlantar, 
serta gepeng 
diluar panti 

 Jumlah PMKS 
terlantar di luar 
panti yang 
mendapatkan 
rehabilitasi 
sosial dasar 



Ultimate 
Outcome 

Intermediet
e 

 Outcome 

Immediate 
Outcome 

 

Output 
(Kondisi 

yang 
diperlukan) 

Output 
(Kondisi 

yang 
diperlukan) 

Indikator 
Kinerja 

 
 

    Tersedianya 
Permakanan 

Jumlah PMKS 
terlantar yang 
mendapatkan 
bantuan 
permakanan 

    Tersedianya 
Sandang 

Jumlah PMKS 
terlantar yang 
mendapatkan 
bantuan 
sandang 

    Tersedianya 
Alat Bantu 

Jumlah PMKS 
terlantar yang 
mendapatkan 
bantuan alat 
bantu   

    Terlaksanan
ya 
Pemberian 
Akses ke 
Layanan 
Pendidikan 
dan 
Kesehatan 
Dasar 

Jumlah PMKS 
yang 
mendapatkan 
bantuan layanan 
pendidikan dan 
kesehatan dasar 

    Terlaksanya 
Pemberian 
Layanan 
Data dan 
Pengaduan 

Jumlah PMKS 
yang 
mendapatkan 
bantuan layanan 
data dan 
pengaduan 

    Terlaksanan
ya 
Pemberian 
Layanan 
Data dan 
Pengaduan 

Jumlah PMKS 
terlantar (orang 
kehabisan 
bekal) yang 
diberi bantuan 

   Meningkatnya 
Rehabilitasi 
Sosial 
Penyandang 
Masalah 
Kesejahteraa
n Sosial 
(PMKS) 

 Jumlah Kegiatan 
Rehabilitasi 
sosial 
Penyandang 
Masalah 
Kesejahteraan 
Sosial (PMKS) 
Llainnya Bukan 



Ultimate 
Outcome 

Intermediet
e 

 Outcome 

Immediate 
Outcome 

 

Output 
(Kondisi 

yang 
diperlukan) 

Output 
(Kondisi 

yang 
diperlukan) 

Indikator 
Kinerja 

 
 

Lainnya 
Bukan Korban 
HIV/AIDS dan 
NAPZA di 
Luar Panti 
Sosial 

Korban HIV/Aids 
dan Napza di 
Luar Panti 
Sosial 

    Terlaksanan
ya 
Pemberian 
Layanan 
Data dan 
Pengaduan 

Jumlah PMKS 
yang 
mendapatkan 
bantuan layanan 
data dan 
pengaduan 

    Tersedianya 
permakanan 

Jumlah PMKS 
yang 
mendapatkan 
bantuan sosial 
permakanan 
(ODGJ) 

    Tersedianya 
sandang 

Jumlah PMKS 
yang 
mendapatkan 
bantuan sosial 
sandang 
(Rumah Singgah 
Dosaraso) 

    Terlaksanan
ya 
Pemberian 
Bimbingan 
Fisik, 
Mental, 
Spiritual dan 
Sosial 

Jumlah PMKS 
yang 
mendapatkan 
bantuan 
bimbingan fisik, 
mental, spiritual 
dan sosial (Rusi 
Dosaraso) 

    Terlaksanan
ya 
Kerjasama 
antar 
lembaga dan 
kemitaan 
dalam 
pelaksanaan 
rehabsos 

Jumlah lembaga 
dan kemitraan 
disabilitas yang 
difasilitasi 



Ultimate 
Outcome 

Intermediet
e 

 Outcome 

Immediate 
Outcome 

 

Output 
(Kondisi 

yang 
diperlukan) 

Output 
(Kondisi 

yang 
diperlukan) 

Indikator 
Kinerja 

 
 

  Meningkatny
a 
perlindungan 
dan jaminan 
sosial 

  Cakupan 
perlindungan 
jaminan sosial 

   Meningkatnya 
Pengelolaan 
Data Fakir 
Miskin 
Cakupan 
Daerah 
Kabupaten/Ko
ta 

 Jumlah 
sosialisasi 
bantuan sosial 

    Terlaksanan
ya 
Pengelolaan 
Data Fakir 
Miskin 
Cakupan 
Daerah 
Kabupaten/K
ota 

Jumlah 
Dokumen data 
kemiskinan 

    Terlaksanan
ya Fasilitasi 
bantuan 
sosial 
kesejahteraa
n keluarga 

Jumlah jiwa 
penerima Kartu 
Keluarga 
Sejahtera 

  Meningkatny
a 
penanganan 
bencana 

  Persentase 
korban bencana 
alam dan sosial 
yang terpenuhi 
kebutuhan 
dasarnya pada 
saat dan setelah 
tanggap darurat 
bencana daerah 
kabupaten/kota 

   Meningkatnya 
Perlindungan 
Sosial Korban 
Bencana 
Alam dan 
Sosial 
Kabupaten/Ko

 Jumlah kegiatan 
perlindungan 
sosial korban 
bencana alam 
dan sosial 
kabupaten/kota 



Ultimate 
Outcome 

Intermediet
e 

 Outcome 

Immediate 
Outcome 

 

Output 
(Kondisi 

yang 
diperlukan) 

Output 
(Kondisi 

yang 
diperlukan) 

Indikator 
Kinerja 

 
 

ta 

    Tersedianya 
makanan 

Jumlah orang 
korban bencana 
yang 
mendapatkan 
bantuan 
permakanan 

    Tersedianya 
sandang 

Jumlah orang 
korban bencana 
yang 
mendapatkan 
bantuan sandang 

    Tersedianya 
Tempat 
Penampung
an 
Pengungsi 

Jumlah paket 
penyediaan 
tempat 
penampungan 
pengungsi 

    Terlaksanan
ya 
Penanganan 
Khusus Bagi 
Kelompok 
Rentan 

Jumlah paket 
Penanganan 
Khusus bagi 
Kelompok 
Rentan 

    Terlaksanan
ya 
Pelayanan 
Dukungan 
Psikososial 

Jumlah korban 
bencana yang 
mendapatkan 
pelayanan 
dukungan 
psikososial 

   Meningkatnya 
penyelenggar
aan 
pemberdayaa
n masyarakat 
terhadap 
kesiapsiagaan 
bencana 
kabupaten/kot
a 

 Jumlah kegiatan 
pemberdayaan 
masyarakat 
terhadap 
kesiapsiagaan 
bencana 

    Terlaksanan
ya 
Koordinasi, 
sosialisasi 
dan 

Jumlah kampung 
siaga bencana 
yang difasilitasi 



Ultimate 
Outcome 

Intermediet
e 

 Outcome 

Immediate 
Outcome 

 

Output 
(Kondisi 

yang 
diperlukan) 

Output 
(Kondisi 

yang 
diperlukan) 

Indikator 
Kinerja 

 
 

pelaksanaan 
kampung 
siaga 
bencana 

    Terlaksanan
ya 
Koordinasi, 
sosialisasi 
dan 
pelaksanaan 
taruna siaga 
bencana 

Jumlah taruna 
siaga bencana 
yang 
diberdayakan 

  Meningkatny
a 
pengelolaan 
taman 
makam 
pahlawan 

  Persentase TMP 
yang dikelola 

   Meningkatnya 
Pemeliharaan 
Taman 
Makam 
Pahlawan 
Nasional 
Kabupaten/Ko
ta 

 Persentase TMP 
yang dikelola 

    Terlaksanan
ya 
Pengamana
n Taman 
Makam 
Pahlawan 
Nasional 
Kabupaten/K
ota 

Jumlah orang 
pengaman TMP 

  Meningkatny
a pelayanan 
penunjang 
urusan 
pemerintaha
n daerah 

  Cakupan 
pelayanan 
penunjang 
urusan 
pemerintahan 
daerah 



Ultimate 
Outcome 

Intermediet
e 

 Outcome 

Immediate 
Outcome 

 

Output 
(Kondisi 

yang 
diperlukan) 

Output 
(Kondisi 

yang 
diperlukan) 

Indikator 
Kinerja 

 
 

   Tersusunnya 
dokumen 
perencanaan, 
penganggara
n dan 
evaluasi 
kinerja 
perangkat 
daerah 

 Jumlah dokumen 
perencanaan dan 
evaluasi kinerja 
perangkat 
daerah yang 
tersusun 

    Tersusunnya 
dokumen 
perencanaa
n perangkat 
daerah 

Jumlah dokumen 
perencanaan 
perangkat 
daerah yang 
tersusun 

    Terlaksanan
ya Evaluasi 
kinerja 
perangkat 
daerah 

Jumlah dokumen 
evaluasi 
perangkat 
daerah yang 
tersusun 

   Tersedianya 
jasa 
pengelolaan 
administrasi 
keuangan 

 Jumlah bulan 
administrasi 
keuangan 
perangkat 
daerah 

    Tersedianya 
gaji dan 
tunjangan 
ASN 

Jumlah ASN 
yang 
mendapatkan 
gaji dan 
tunjangan 

  
 

  Terlaksanan
ya 
penatausaha
an dan 
pengujian/ve
rifikasi 
keuangan 
SKPD 

Jumlah dokumen 
penatausahaan 
dan 
pengujian/verifika
si keuangan 
SKPD yang 
tersusun 

   Tersedianya 
bulan 
penyediaan 
administrasi 
daerah 

 Jumlah bulan 
penyediaan 
administrasi 
daerah 



Ultimate 
Outcome 

Intermediet
e 

 Outcome 

Immediate 
Outcome 

 

Output 
(Kondisi 

yang 
diperlukan) 

Output 
(Kondisi 

yang 
diperlukan) 

Indikator 
Kinerja 

 
 

    Tersedianya 
komponen 
instalansi 
listrik/penera
ngan 
bangunan 
kantor 

Jumlah jenis 
komponen 
instalansi 
listrik/peneranga
n bangunan 
kantor 

    Tersedianya 
bahan 
logistik 
kantor 

Jumlah bulan 
penyediaan 
bahan logistik 
kantor 

    Tersedianya 
barang 
cetakan dan 
penggandaa
n 

Jumlah bulan 
penyediaan 
barang cetakan 
dan 
penggandaan 

    Tersedianya 
bahan 
bacaan dan 
peraturan 
perundang-
undangan 

Jumlah dokumen 
bahan bacaan 
dan peraturan 
perundang-
undangan 

    Tersedianya 
bahan/mater
ial 

Jumlah bulan 
penyediaan 
material 

    Terselengga
ranya rapat 
koordinasi 
dan 
konsultasi 
SKPD 

Jumlah rapat 
rapat koordinasi 
dan konsultasi 
SKPD yang 
diselenggarakan 

    Terlaksanan
ya 
penatausaha
an arsip 
dinamis 
pada SKPD 

Jumlah bulan 
penyediaan 
operasional 
penanganan 
arsip 

   Terlaksanany
a pengadaan 
barang milik 
daerah 
penunjang 

 Jumlah unit 
pengadaan 
barang milik 
daerah 
penunjang 



Ultimate 
Outcome 

Intermediet
e 

 Outcome 

Immediate 
Outcome 

 

Output 
(Kondisi 

yang 
diperlukan) 

Output 
(Kondisi 

yang 
diperlukan) 

Indikator 
Kinerja 

 
 

urusan 
pemerintah 
daerah 

urusan 
pemerintah 
daerah 

    Terlaksanan
ya 
pengadaan 
kendaraan 
dinas 
operasional 
atau 
lapangan 

Jumlah unit 
kendaraan dinas 
operasional atau 
lapangan 

    Terlaksanan
ya 
Pengadaan 
mebel 

Jumlah unit 
mebeler 

    Terlaksanan
ya 
Pegadaan 
peralatan 
dan mesin 
lainnya 

Jumlah unit 
pengadaan 
peralatan dan 
mesin lainnya 

   Tersedianya 
jasa 
penunjang 
urusan 
pemerintahan 
daerah 

 Jumlah bulan 
penyediaan jasa 
penunjang 
urusan 
pemerintahan 
daerah 

    Tersedianya 
jasa surat 
menyurat 

Jumlah bulan 
penyediaan jasa 
surat menyurat 

    Tersedianya 
jasa 
komunikasi, 
sumber daya 
air dan listrik 

Jumlah bulan 
penyediaan jasa 
pelayanan umum 
kantor 

    Tersedianya 
jasa 
pelayanan 
umum 
kantor 

Jumlah bulan 
penyediaan jasa 
pelayanan umum 
kantor 



Ultimate 
Outcome 

Intermediet
e 

 Outcome 

Immediate 
Outcome 

 

Output 
(Kondisi 

yang 
diperlukan) 

Output 
(Kondisi 

yang 
diperlukan) 

Indikator 
Kinerja 

 
 

   Terlaksanany
a 
pemeliharaan 
barang milik 
daerah 
penunjang 
urusan 
pemerintahan 
daerah 

 Jumlah unit 
pemeliharaan 
barang milik 
daerah 
penunjang 
urusan 
pemerintahan 
daerah 

    Tersedianya 
jasa 
pemeliharaa
n, biaya 
pemeliharaa
n, pajak, dan 
perizinan 
kendaran 
dinas 
operasional 
atau 
lapangan 

jumlah unit 
kendaraan dinas 
operasional atau 
lapangan 

    Terlaksanan
ya 
pemeliharaa
n peralatan 
dan mesin 
lainnya 

Jumlah unit 
pelayanan dan 
mesin terpelihara 

    Terlaksanan
ya 
pemeliharaa
n/rehabilitasi 
gedung 
kantor dan 
bangunan 
lainnya 

Jumlah unit 
gedung kantor 
dan bangunan 
lainnya 
terpelihara 

   Terlaksanany
a administrasi 
kepegawaian 
perangkat 
daerah 

 Jumlah ASN 
yang ditingkatkan 
kapasitasnya 

    Terlaksanan
ya 
bimbingan 
teknis 
implementas

Jumlah ASN 
yang ditingkatkan 
kapasitasnya 



Ultimate 
Outcome 

Intermediet
e 

 Outcome 

Immediate 
Outcome 

 

Output 
(Kondisi 

yang 
diperlukan) 

Output 
(Kondisi 

yang 
diperlukan) 

Indikator 
Kinerja 

 
 

i peraturan 
perundang-
undangan 

Perlindunga
n terhadap 
perempuan 
dan anak 

    Indeks 
Pembangunan 
Gender (IPG) 
(Indeks) 

 Meningkatny
a 
perlindungan 
terhadap 
perempuan 
dan anak 

   Persentase 
penurunan kasus 
kekerasan 
terhadap 
perempuan dan 
anak 

  Meningkatka
n 
Pengarusuta
maan 
Gender dan 
Pemberdaya
an 
Perempuan 

  Cakupan 
pengarusutamaa
n gender dan 
pemberdayaan 
perempuan 

   Meningkatnya 
Pelembagaan 
Pengarusuta
maan Gender 
(PUG) pada 
Lembaga 
Pemerintahan 
Kewenangan 
Kabupaten/Ko
ta 

 Jumlah kegiatan 
pelembagaan 
pengarusutamaa
n gender (PUG) 
pada Lembaga 
Pemerintah 
KewenanganKab
upaten/Kota 

    Terlaksanan
ya 
Sosialisasi 
kebijakan 
pelaksanaan 
PUG 
termasuk 
PPRG 

Jumlah 
opd/kec/desa/kel 
yang 
mendapatkan 
fasilitasi 
penguatan PUG 

   Meningkatnya 
Pemberdayaa
n Perempuan 
Bidang Politik, 
Hukum, 

 Jumlah Kegiatan 
Pemberdayaan 
Perempuan 
Bidang Politik, 
Hukum, Sosial 



Ultimate 
Outcome 

Intermediet
e 

 Outcome 

Immediate 
Outcome 

 

Output 
(Kondisi 

yang 
diperlukan) 

Output 
(Kondisi 

yang 
diperlukan) 

Indikator 
Kinerja 

 
 

Sosial, dan 
Ekonomi pada 
Organisasi 
Kemasyarakat
an 
Kewenangan 
Kabupaten/Ko
ta 

dan Ekonomi 
pada Organisasi 
Kemasyarakatan 
Kewenangan 
Kabupaten/Kota 

    Terlaksanan
ya Advokasi 
kebijakan 
dan 
pendamping
an 
peningkatan 
partisipasi 
perempuan 
dan politik, 
hukum, 
sosial dan 
ekonomi 

Jumlah 
kelompok/organi
sasi yang 
mendapatkan 
sosialisasi dan 
pelatihan 

  Meningkatka
n 
Perlindunga
n 
Perempuan 

  Cakupan 
perlindungan 
perempuan 

   Meningkatnya 
Pencegahan 
Kekerasan 
terhadap 
Perempuan 
Lingkup 
Daerah 
Kabupaten/Ko
ta 

 Jumlah kegiatan 
pencegahan 
kekerasan 
terhadap 
perempuan 
lingkup daerah 
kabupaten/kota 

    Terlaksanan
ya 
Koordinasi 
dan 
sinkronisasi 
pelaksanaan 
kebijakan, 
program dan 
kegiatan 
pencegahan 

Jumlah dokumen 
kerjasama 
linsektor 
pencegahan 
kekerasan/TPPO 



Ultimate 
Outcome 

Intermediet
e 

 Outcome 

Immediate 
Outcome 

 

Output 
(Kondisi 

yang 
diperlukan) 

Output 
(Kondisi 

yang 
diperlukan) 

Indikator 
Kinerja 

 
 

kekerasan 
terhadap 
perempuan 
lingkup 
daerah 
kabupaten/k
ota 

   Meningkatnya 
Penyediaan 
Layanan 
Rujukan 
Lanjutan bagi 
Perempuan 
Korban 
Kekerasan 
yang 
Memerlukan 
Koordinasi 
Kewenangan 
Kabupaten/Ko
ta 

 jumlah kegiatan 
penyediaan 
layanan rujukan 
bagi perempuan 
korban 
kekerasan 

    Tersedianya 
layanan 
pengaduan 
masyarakat 
bagi 
perempuan 
korban 
kekerasan 
kewenangan 
kabupaten/k
ota 

Jumlah jenis 
pelayanan 
pengaduan 
masyarakat bagi 
perempuan 
korban 
kekerasan 

    Terlaksanan
ya 
Koordinasi 
dan 
sinkronisasi 
pelaksanaan 
penyediaan 
layanan 
rujukan 
lanjutan bagi 
perempuan 
korban 
kekerasan 

Jumlah layanan 
penanganan 
kasus 
perempuan 
korban 
kekerasan 



Ultimate 
Outcome 

Intermediet
e 

 Outcome 

Immediate 
Outcome 

 

Output 
(Kondisi 

yang 
diperlukan) 

Output 
(Kondisi 

yang 
diperlukan) 

Indikator 
Kinerja 

 
 

kewenangan 
kabupaten/k
ota 

  Meningkatka
n Kualitas 
Keluarga 

  Cakupan 
Program 
Peningkatan 
Kualitas 
Keluarga 

   Meningkatnya 
Peningkatan 
Kualitas 
Keluarga 
dalam 
Mewujudkan 
Kesetaraan 
Gender (KG) 
dan Hak Anak 
Tingkat 
Daerah 
Kabupaten/Ko
ta 

 jumlah kegiatan 
peningkatan 
kulaitas keluarga 
dalam 
mewujudkan 
kesetaraan 
gender (KG) dan 
hak anak tingkat 
kabupaten/kota 

    Terlaksanan
ya 
Pengemban
gan kegiatan 
masyarakat 
untuk 
peningkatan 
kualitas 
keluarga 
kewenangan 
kabupaten/k
ota 

Jumlah 
Kelompok yang 
mendapatkan 
fasilitasi 
peningkatan 
kualitas keluarga 

  Meningkatny
a Sistem 
Data Gender 
dan Anak 

  Cakupan 
Program 
Pengelolaan 
sistem data pilah 
gender dan anak 

   Meningkatnya 
Pengumpul, 
Pengolahan 
Analisis dan 
Penyajian 
Data Gender 

 Jumlah dokumen 
pengumpulan, 
pengolahan 
analisis dan 
penyajian data 
gender dan anak 



Ultimate 
Outcome 

Intermediet
e 

 Outcome 

Immediate 
Outcome 

 

Output 
(Kondisi 

yang 
diperlukan) 

Output 
(Kondisi 

yang 
diperlukan) 

Indikator 
Kinerja 

 
 

dan Anak 
Dalam 
Kelembagaan 
Data di 
Tingkat 
Daerah 
Kabupaten/Ko
ta 

dalam 
kelembagaan 
data di tingkat 
kabupaten/kota 

    Tesedianya 
data gender 
dan anak di 
kewenangan 
kabupaten/k
ota 

Jumlah dokumen 
informasi data 
terpilah gender 
dan anak tingkat 
kabupaten 

  Meningkatny
a 
Pemenuhan 
Hak Anak 
(PHA) 

  Kategori 
Kabupaten Layak 
Anak (KLA) 

   Meningkatnya 
Pelembagaan 
PHA pada 
Lembaga 
Pemerintah, 
Non 
Pemerintah 
dan Dunia 
Usaha 
Kewenangan 
Kabupaten/Ko
ta 

 Jumlah kegiatan 
pelembagaan 
PHA pada 
lembaga 
Pemerintah, 
Nonpemerintah, 
dan Dunia Usaha 
kewenangan 
Kabupaten/Kota 

    Terlaksanan
ya Advokasi 
kebijakan 
dan 
pendamping
an 
Pemenuhan 
Hak Anak 
pada 
Lembaga 
Pemerintah, 
Non 
Pemerintah, 
Media dan 

Jumlah desa 
yang membentuk 
Forum Anak 
Desa 



Ultimate 
Outcome 

Intermediet
e 

 Outcome 

Immediate 
Outcome 

 

Output 
(Kondisi 

yang 
diperlukan) 

Output 
(Kondisi 

yang 
diperlukan) 

Indikator 
Kinerja 

 
 

Dunia Usaha 
Kewenanga
n 
Kabupaten/K
ota 

    Terlaksanan
ya 
Koordinasi 
dan 
Sinkronisasi 
Pelembagaa
n 
Pemenuhan 
Hak Anak 
Kewenanga
n 
Kabupaten/K
ota 

Jumlah Dokumen 
hasil koordinasi 
dan sinkronisasi 
pelembagaan 
pemenuhan hak 
anak 
kewenangan 
kabupaten/kota 

   Meningkatnya 
Penguatan 
dan 
Pengembang
an Lembaga 
Penyedia 
Layanan 
Peningkatan 
Kualitas 
Hidup Anak 
Kewenangan 
Kabupaten/Ko
ta 

 Jumlah kegiatan 
penguatan dan 
pengembangan 
lembaga 
penyedia 
layanan 
peningkatan 
kualitas hidup 
anak 
kewenangan 
kabupaten/kota 

    Terlaksanan
ya 
Koordinasi 
dan 
Sinkronisasi 
Pelaksanaan 
Pendamping
an 
Peningkatan 
Kualitas 
Hidup Anak 
Kewenanga
n 
Kabupaten/K

Jumlah dokumen 
hasil koordinasi 
dan sinkronisasi 
pelaksanaan 
peningkatan 
kualitas hidup 
anak 
kewenangan 
kabupaten/kota 



Ultimate 
Outcome 

Intermediet
e 

 Outcome 

Immediate 
Outcome 

 

Output 
(Kondisi 

yang 
diperlukan) 

Output 
(Kondisi 

yang 
diperlukan) 

Indikator 
Kinerja 

 
 

ota 

    Terlaksanan
ya 
Pengemban
gan 
komunikasi, 
informasi 
dan edukasi 
pemenuhan 
hak anak 
bagi 
lembaga 
penyedia 
layanan 
peningkatan
kualitas 
hidup anak 
tingkat 
daerah 
kabupaten/k
ota 

Jumlah KPAD/K 
yang terfasilitasi 

    Terlaksanan
ya 
Penguatan 
Jejaring 
antar 
Lembaga 
Penyedia 
Layanan 
Peningkatan 
Kualitas 
Hidup Anak 
Tingkat 
Daerah 
Kabupaten/K
ota 

Jumlah dokumen 
hasil penguatan 
jejaring antar 
lembaga 
penyedia 
layanan 
peningkatan 
kualitas hidup 
anak 
kewenangan 
kabupaten/kota 

  Meningkatka
n 
Perlindunga
n Khusus 
Anak 

  Cakupan 
Perlindungan 
Anak 




